
ABSTRAK 

Penelitian ini menganalisis dan menguraikan tentang implementasi PERMA No. 1 

Tahun 2019 terhadap penyelesaian perkara perdata menggunakan sarana e-Court 

di Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe. Digitalisasi peradilan melalui 

PerMa Nomor 1 Tahun 2019 bertujuan dalam mewujudkan asas layanan peradilan 

yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Penelitian ini dilaksanakan di Mahkamah 

Syar’iyah Kota Lhokseumawe dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, 

lalu disajikan secara deskriptif yaitu dengan mengumpulkan, menguraikan serta 

menjelaskan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penelitian ini. 

Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban 

terhadap rumusan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penerapan e-Court sebagai perwujudan dari PERMA No. 1 Tahun 2019 di 

Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe relatif baik. Pelaksanaan e-Court baru 

efektif sebatas pada administrasi pendaftaran perkara yang menggunakan fitur e-

Filling, e-SKUM, e-Payment, dan e-Summons, tetapi fitur e-Litigasinya belum 

terlaksana secara optimal, dikarenakan adanya pihak yang memilih untuk beracara 

secara konvensional. Meskipun begitu, dalam segi pelayanan administrasi, pihak 

dari Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe telah melaksanakan perannya 

dalam membimbing para pencari keadilan yang menemui hambatan ketika ingin 

beracara secara elektronik. Namun, perlu ditingkatkan kembali sosialisasi untuk 

mengenalkan e-Court kepada masyarakat secara umum karena faktor masyarakat 

sangat memengaruhi dalam penerapan PERMA No. 1 Tahun 2019 itu sendiri. 

Sehingga, peradilan yang lebih efektif dan efisien, sesuai dengan asas peradilan 

sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terwujud. Berdasarkan uraian hasil 

penelitian dan pembahasan maka ditarik kesimpulan mengenai Implementasi 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara 

dan Persidangan secara Elektronik berdasarkan teori Edward III sudah berjalan 

baik namun belum maksimal dilaksanakan. 
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